PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK RESTORAN, JASA BOGA/KATERING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

a. bahwa untuk melaksanakan pemungutan Pajak Restoran sesuai
ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 12 Bagian Ketiga Paragraf | Peraturan
Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2012, pelaksanaannva secara teknis perlu
ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran,
Jasa Boga/Katering;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a diatas, Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Restoran dan Jasa Boga/Katering tersebut perlu ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemhenrgknn
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Megara |[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran WNegara Republik Indonesia
Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437] sebagaimana telah beberapa kali diubah teralthir
dengan Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844},
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Reuangan Anfara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Homer 28 Tahur 2000 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indornesia Nomor 5049),;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsl dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 |;

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah
atau Dibayvar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);

Feraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi [(Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6};

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun
2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8];

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2010
tentang Ketentuan Umum Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 7);




13. Peraturan Dacrah Kabupaten Bekasi Nemor 4 Tahun 2012
tentang Keterfiban Umum (Lembaran Deaerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2012 Nomor 4};

19, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daecrah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012
Nomor 7);

15 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14 B Tahun 2007 tentang
Mekanisme Penyvusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Dacrah Kabupaten Bekasi

Tahun 2007 Nomor 14 B);
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 45 Tahun 2011 tentang Petunjuk

Teknis Perpajakan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah
Rabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 435).

MEMUTUSKAN :

wkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN, JASA BOGA/KATERING

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

s Peraturan ini yang dimaksud dengan :
Beerah adalah Kabupaten Bekasi,
ala Daerah adalah Bupati Bekasi;

man kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat
vang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pemungutan Pajak
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spada - Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah  vang melaksanakan Tugas
- Pokok dan Fungsi Pemungutan Pajak Daerah.

peening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyvimpanan uang
d vang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh
penenimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank vang
ditentulkan.

Peiabat adalah pegawai vang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk
hukum vang bersifat pengaturan dan ditetapkan oleh Bupati.



_ mh, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi waph kepada
m terutang oleh pribadi atau badan vang bersifat memaksa
an Urdang-Undang, dengan tidak mendapatka.nl imbalan  secara

dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi scbesar-besarnyva
Emuran rakyat,

F Bestoran adalah pajak stas pelavanan vang disediakan oleh restoran,

adalah fasilitas penyedia makanan dan/atan  minuman dengan
bavaran, vang mencakup juga rumah makan, kafetarta, kantin,
— b, dan seienisnyva termasuk jasa boga/ katenng.

i Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembavar pajak,
o pajak, pemungut pajak, yvang mempunyval hak dan Rewajiban
an sesusl dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan

ke

!

snseung Pajak adalah orang pribadi atau badan vang bertanggung jawab
pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi
pben wajib pajak sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
pakan.

-

T

g%a Pajak adalah jangka waktu 1 (satu} bulan kalender, vang menjadi dasar
B Wajb Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak vang

shun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib
Seak mengeunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

yvang terutang adalah pajak vang harus dibavar pada suatu saat, dalam

M Pajak, dalan Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan

Sentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Femberitahuan Pajak Daerah, vang dapat disingkat SPTPD, adalah surat
£ oleh Wajb Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau

.-':'------: varan pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta

an kewajiban sesual dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan

najakan daerah. *

o

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya  disingkat SSPD, adalah bukti
pembavaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
mulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening kas umum daerah
slalur tempat pembavaran vang ditunjuk oleh Bupati.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat
k=tetapan pajak vang menentukan besarnya jumlah pokok pajak vang terutang.
'.ﬁ;rat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDT
‘aalah surat ketetapan pajak vang dikeluarkan jika terdapat tambahan objek
pajak vang sama sebagai akibat ditemukannva data baru atas dasar Nota
Perhitungan Pajak Daerah.



o _Kﬂctupan Pajak Daerah Kurang Bavar, vang selanjuinva disingkat
FORE. adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumtlah
paiak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
s sanksi administrasi, dan jumlah pajak vang masih harus dibayar.

: Retetapan Fajak Daerah kKurang Bavar Tambahan, yvang selanjutnya
Emeka: SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak vang menentukan tambahan

; samial pajak vang telah ditetapkan:

Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLE,

iah surat ketetapan pajak vang menentukan jumiah kelebihan pembayaran
gk karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang ataul

eeusnyva fidak terutang.

I Retetapan Pajak Daerah Nihil, vang
g ketetapan pajak yang menentukan
n jumiab kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak a
s Tagihan Pajak Daersh, vang. selanjutnya disingkat STPD, adalah surat
Bk melakukan tzgihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga

selanjutnva disingkat SKPDN, adalah
jumlah pokok pajak sama hesarnys
da kredit pajak-

Watau denda.

Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan

aialhia tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan

gatuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpm'atcan daerah
ferdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan

ek Dmerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan

@k Dacrah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,

geut Retetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar, Qurat Tagihan Pajak Daerah, Surat

e Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

utusan atas keberatan terhadap,

-

gt Keputusan Keberatan adalah surat kep
=t Reteiapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah hurang Bavar.
e Retetapan Pajak [aerah kurang Bayar Tambahar, Surat Ketetapan Pajak
% Nihil. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bavar, atau terhadap
pihak ketiga vang diajukan oleh Wajib Pajak.

eennigan atau pemungutan oleh

piatan Waiih Pajak adalah keadaan Wajib Pajale secara tidak sadar atau lupa
m memenihi

e kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dala

jhan perpajakan.

TR S adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan: mengolah data,

sangan, danfatau bukt vang dilaksanakan secara objektif dan profesional
@rkan suatyu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenihan

perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan

peraturan perundang-undang perpajakan,

dilirim adalah tanggal stempel pos penerimaan, tanggal faksimili, atau
il hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat,
Eputusan, atal putusan disampaikan secara langsung.




gl diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau
ditenima secara langsung adalah tangeal pada saat surat, keputusan,
san diterima secara langsung.
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BABII
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIE PAJAK

Pasal 2

n, Jasa DBoga/Katering adalah Setiap pelayanan makanan dan
2o disediakan oleh Restoran, Jasa Boga/Ratering dengan pembayaran.

Pasal 3

ek Paak Restoran, Jasa Boga/Katering adalah pelayanan yang disediakan
p Bestoran, Jasa Boga/Katering.

an vang disediakan  Restoran, Jasa Boga/Katering sebagaimana
ksud pada avat (1), meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau
paman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan
mean dikonsumsi di tempat lain.

% fermasuk objek Pajak Restoran, Jasa Boga/katering sebagaimana
psicsd pada ayat (1} adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang
%= penjualannya kurang dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah] per bulan.

Pasal 4

-k Paiak Restoran, Jasa Boga/Katering adalah orang pribadi atau badan
e membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran, Jasa Boga/Katering.

Paiak Restoran, Jasa Boga/Katering adalah orang pribadi atau badan
e mengusahakan Restoran, Jasa Boga/Katering.

iap Waijib Pajak Restoran, Jasa Boga/Katering yang berusaha dan atau
eiakulan kerjasama dengan Pihak Ketiga/Perusahaan-Perusahaan yang
eraids (i Wilayah Kabupaten Bekasi Wajib membuat Nomor Pokok Wajib Pajak
_ erah (NFWPD) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

1
BADB I

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Pengenaan Pajak  Restoran, Jasa Boga/Katering adalah jumlah
_'- smbayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Restoran, Jasa
Bosa/ Katering.

Jumlah pembayaran yang diterima atau vang seharusnya diterima aleh
sstoran, Jasa Boga/Katering sebagaimana dimaksud ayat (1), termasuk di
amnya potongan harga atau diskon.



Pasal 6

Restoran, Jasa Boga/ Katering ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 7

wa pokok Pajak Restoran, Jasa Boga/Katering yang terutang dihitung

gan cara mengalikan taril sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan

r pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Beak Restoran, Jasa Boga/ Katering yvang terutang dipungut di wilayah daerah

pempat Hestoran, Jasa Boga/Katering berlokasi dan/atau dimana tempat
myediakan dan mengolah makanan dan minuman.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 8§

Restoran, Jasa Boga/Katering dibavar atas pelavanan makanan dan minuman
iakan oleh Restoran, Jasa Boga/Katering.

Pasal 9

| Wanib Pajak Restoran, Jasa Boga/Katering, wajib menvetor untuk membavar
Pask Restoran, Jasa Boga/Katering ke Rekening Kas Umum Daerah.

' toran untuk membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

| Mass Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, vang menjadi dasar
Bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak vang
ferhutang,

Apabila batas waktu penyetoran untuk membavar sebagaimana ayat (2] jatuh
- pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari berikutnva.

B Dialam hal Penyetoran untuk membayar Pajak Restoran, .Jasa Boga/Katering
yung pelaksanaannya dikerjasamakan dengan tempo pembavaran sebagaimana
sang  tertuang dalam  kontrak, penyetoran untuk membavar Pajak Jasa
Hoga hatering dibayarkan pada saat terjadi pembayaran.

BAB V
TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN
Fasal 11

) Pajak Restoran, Jasa Boga/Katering dipungut di Wilayvah Kabupaten Bekasi

® Pemungutan Pajak Restoran, Jasa Boga/Katering vang menggunakan media
pungutan bill atau sejenisnya vang dipersamakan, media pungutan tersebut agar
* diperforasi terlebih dahulu melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) dan avat {2] disetorkan
ke Rekening Kas Umum Daerah.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
turan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupat

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

ditetapkan di :Cikarang Pusat
pada tanggal: 3 Juld 2013

T;K BUPATI BEKASLA
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